PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

MOMOR 17 TATIUN 2002

TENTANG

RETRIBUST PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mentmbang @ a

o

K]

WALIKGTA KUPANG,

bahwa daiam rangka meningkatkan preduktititas, menciptakan
rasa  aman bagi masyarakat dan menghindari  kerugian
ckonomis  bagi  pemilik  ternak/hewan serta menjaniin
kelancaran iaiv lintas hewan/ternak, maka perlu adanya
tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan kepada
pribadi atau badan pemilik hewan/ternak;

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan serta
sesual Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerzh, maka perln dilaksanakan
pemungutan retribusi  bagi pripadi atau badan pemilik
hewan/ternai;

bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi  yang
dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan
Dacrah tentang Retribusi Pelavanan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerab-daecrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Tunur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor & Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2824); -

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambzhan

L.embaran Nomor 3209,

Undang-undang Nomor S Tahun 199¢ tentang Pembentukan

Kotamadyva Daerah Tingkat [1 Kupang (Lembaran Negara

Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor

oy

3633);
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6.

9.

i,

16.

Undang-undong Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

‘dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

41, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3686); sebagaimana
tzlah diubah dengan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 4048); :

Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Dacrah;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 171 Tahun 1997

lentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoinan Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribust Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001

tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum
Dacrah;

- Keputusan Menteri Daiam Negert Nomor 22 Tahun 2001

tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

. Aeputusan Menteri Dalam Negern: Nomor 24 lanun 2001

tentang Lembaran Dagrah dan Benta Daerah,;

Peraturan Dagrah Kota Kupang Normor 16 Tabhun 2000 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan
Lembaga Tehnis Daeral Keta Kupang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Nomor
72).
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G persatian

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menctapkan PLRATHRAN  DAERAH KOTA KUPANG TENTANG

RETRIBUST PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.,

B/‘ 31
KETENTUAN UMUM

Paszll [

/_
J

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

he
b.

Daerah adalah Kota Kupang.

Pemeriniah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah ctonom yang
lain scbagai badan eksekutii daerah.

Kepala Dacrah adalah Walikota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kupang.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertaman Kota Kupang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  vang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah dacerah yang berwewenang
khusus untuk melukulan penyidikan terbadap pelanggaran Peraturan Daerah.,
Pengawas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Walikota Kupang untuk mengawasi
setiap Kegratan pelayanan Keschatan Hewan.

Pelayanan Kesenatan Hewan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan
oleh dokter hewan dan petugas keschatan hewan yang ditujukan kepada pasien
untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan dan perawatan.

Ternak adalah hewan yang dipelihara masyarakat dengan tujuan komersial
maupun sebagal hewan peliharaan/kesayangan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah retribusi atas jasa pelayanan yang
diberikan kepada pasicn.

Petugas vany berwenang adalaih Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas
Pertanian untuk imemeriksa, mendiagnosa keschatan ternak yang bersangkutan
atau petugas lain vang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan terscbut.

m. Badan adailah sehumpulan crang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan

b

e h

kesatuan baik yeng melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha vang
meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha
milik Megara afau Dacrah dengan nama dan dalam beniuk apapun, firma, kongsi,
koperuol, “ana nensiin nersekutuzn, nerkumpulan. vavasan, organisasi masa.
organisasi sosial politik, atan organisasi vang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap
dan bentuk badan fainnya.

Obvek Retribuzr adalak setinp orang/pribadt vang meadapat pelayanan dikhnk
kewan dan diluar khnik

Subjek Retribust  adaiah orane pribadi atau badan yang hewannya memanfaatkan
fasilitas peiavanan Seschatan.

Waib Retribusi adalan erang pribedi atav badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan Rewnbust I,r'..:r i diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribust vang terustang, fermasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.



q.

u.

W,

Z.

ab.

ac.

af.

Masg Rctrib.usi adalah jangka wakiu vang lamanya sana dengan | (satu) bulan
takwim atau Jangka wakitiy lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Tahun Ketivusr  avaial jangha wakiu yaig lamanyg 1 (satu) wbun akwim kecual
bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tzhun
takwim.

Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Retribusi | dalam Tahun Retribusi . atau dalam bagian Tahun Retribus!
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pemungutan adalah svatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data obick
dan subjek retribusi, penentuan  besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
nenagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitanuan Retribust Daerah, yang dapa disingkat SPTRD, adalah surat
vang cleh Wanh Retribust  digunakan uvntuk melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran Retribusi, Objek Retribusi | dan / atau harta dan kewajiban, menurut
keientuan peraturan perundang-undangan retribust daerab.

Surat Setoran Retribust  Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh
Wajib Retribust digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang terutang ke Kas Dacrah atav ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribust  Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi vang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BRayar, yang dapat disingkat SKRDKB,
adalab surat ketctapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
. jumlah kredit Retribust , jumiah kekurangan pembayaran pokok Retribust , besarnya
sanksi admmistrasi, daiz jumlah vang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKRDYBT, adalah surat ketetapan Retribusi  yang menentukan tambahan atas

jumlizh Retribusi vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Dagrah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daeraks
Lehils Bayar, vang dapat pembavaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih
besar daripada Retribusi yang terutangatau tidak seharusnya terutang.

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat

ketetapan Retribusi  yang menentukan jumlah pokok Retribusi  sama besarnva
Jengan jumlah kredit Retnibusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit
Retribusi .

Surat Tagihan Retribusi Dacrak, yang dapat disingkal STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Pembgtulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undngan Retribusi  dacrah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi  Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah.

i, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Retribusi  Daerah, Surat Ketetapan Retribusi  Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Dacrah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap
pemoctongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi .
>utusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi  atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi .

Pembukuan adalzh suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
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penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
lasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugt pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB i
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama retribust Pelayanan Kesehatan Hewan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan kesehatan;

(2) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan yang disediakan/diberikan oieh
Pemerintah Daerah berupa pelayanan di klinik hewan dan diluar kiinik hewan;

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan
kesehatan hewan.

BAB 11I
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

) Retribust Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai retribusi lain-lain;

(1
(2} Wilayan pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota Kupang.

BAB IV
CARA MENGUEKUR TINGKA'T PENGGUNAAN JASA
asal 4

Tingkat pengeunasn jasa divkur berdasarkan jenis pelavanan dan jumiah temak seria
memperhatikan kemampuan aan kondisi sosial ekonoms masyarakat.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasai 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pelayaran Kesehatan Hewan didasarkan
pada penyediaan  sarana dan fasilhitas, jasa medis dan pengganti obat-obatan dengan
memperhatikan aspek kemampuan nasyarakai dan rasa keadilan.

~

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan Sarana dan Fasilitas, jasa Medis dan

pengeanti obat-cbatan dikenakan retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di sebagai
berikut
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(1) Pemenksaan Kivns per ekor
i

Hewan Yesar

Hewan Koo

Unggas

Hewan Kesavangan

4= fad pa o=

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.500. -
2.500.-
1.000.-
10.000 -

(2) Pengobatan dar vaksmasi Ternak Besar (sapt, kerbau, kuda) per ekor :

:,_N.Q-..;. Jenis obat - “T Retri busi (Rp)

L | Antibiotix - ___?_____ e
' - diates Sbulan ﬁ‘{ Rp 15.000,- |
. L = Lngk}rwr:_jmlurll 1 B _J Rp 10.000-
Rl ijmmran N L o ]

- di'lla 3 buian ' Rp  40.600,- N

- amak0O-3bulan Rp  15.000,-
[_:3____ iJ_(_)_bgtc,u,'nL o _—

_____ 4;_@@3&1!@1”77”?777 | Rp  5.000,-

| - anak G -3 bulan | Rp  2.000.-

4 [ Viamia I
- Diatas \blii‘lﬂ o 71 Rp  7.500,- |
| ~,maL (‘7 3 lwl m - ____E_BQ____SWQQO_,;“_% j
S Memmon L
T Dmsibuan | Rp 30.000- |
_f'?;_i Avasthess _ ]
|- Diatas 3 bulan - 'Rp  60.000,- L
— '_-__@_@_‘e:_;lﬂ'ﬂ_ Rp__40000- |
L 7 Wf\ml gestik . ]
|- Diatas 3 bulan___ | Rp__20.000,-

l__ | - anak 0 - 3 bulan !er 10.000,-
| 8. | Vaksinasi (SE. .—\H[hh'\) : Rp  2.600,-

(3) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Kecil (babi, kambing,domba) per ckor

‘No. | Jenis obat Retribusi (Rp) |
i. [ Antibiotik |
- diatas 3 bulan* | Rp 10.000,-
|- anak 0 -3 bulan Rp  5.000,- |
2. | Ektoparasit - . !
|- diatas3bulan | Rp 15.000,- i
. i— anak 0 - 3 bulan | Rp  106.000,- 7_AJ
ﬁ;__ | Obat cacing - . o
I Diems3bes | Rp 3000- F
I - anak 0 - 3 bulan ____________________] Rp 1.000,- ‘
4 : Vitamin __]__ ] \
| f_:ﬂp_lg“@'s 3 bu l'n. - "_i Rp 5, "\)) - |
| - apak¥- 3 ]‘_Lii_l}_m B | Rp  2.500.- -
| ‘_ Hormon - ! _
[—__ 5_;'913513 3 l umn o __4,{ Rp  15.000,- ]
LG, St P _ |
I "T_'EE{.I? Zbulan --——-i[ Rp  30.000,- 1
i "f'_-_aml\ 3 3 bulan ~ Rp_20000-




[ ]
| 7. | Analge xik
I

|
|- Diatas 3 '1_?_1'1_{_1"_________ " Rp 10600, ___—“|
- anakO-3bulan ﬁ,fgg} Rp 7500 |
| EmLVaké nasi (SE. Anthrax) | ___J
Lo SEaAmax | Rp LO0C.
| - HogCholera m__!l Rp  5.000,- ;

(4 Pengobatan dar vaksinasi Teraak {nggas per ekor

No LIH)(JhG( - R-jtrihu-;i ] B
|1 |/\'1'1l‘n< ik _ | Rp 3003
(o Viamin Rp 2000,

3 Obat cac ng i Rp s
|4, | Vaksinasi ND (100 ckor RP 25.000.-

) Pengobatan dan vaksinasi Hewan Kesavangan (anjing, kucing, keliner) per eker:

—
A
—

\‘YELmC(“u _ - 7li\cl1|nuﬁ|7 - ]
» Antiblotik S '""EBP_' ]U t)UU- ______}
|
t

1
2. | Ektoparasit__ ) {Rp_i0.000,-
5. | Obatcacing |Rp  2500-
4. | Vitamin _______________1 Rp 10.000.-
5. Vaksin_ ; .+ Rp.10.000.-
-Dosis tunggal “TRp 100.000.-
| -Dosis Gabungan Rp 125.000., ]
6. | Hormon - TRo 15000 |
7 Anasthesi o I Rp. 30.000
8. Analgesik [Rp. 10.000,-
9. | Cairan. Hetroln - !__E_{_ p. 20.000.- |
10, | f-\nllhl%ld}_‘[]_l_:‘!_"_____. - ___________T_R_p_.___ 1.000- ;
11. | Antidotes ] iKp.  2.500.- '

(6) Pemeriksaan dan vaksinasi Patologi Anatomi/Otopsi/Nekropsi per ekor

(_l ' Hewan besar TRp 20.000.-

2. [Hewankecll _ Rp._ 15000-
3 |Unggas Rp. 5000 |

"4, | Hewan kesayanga | Rp. 20.000,- |

(7) Kunjungan di fvar klinik hewan dikenakan biaya transportast Rp. 5.000,-

Pasal 7
(1) Pungutan Retnbusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud pada
Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk;
(2) Setiap pungutan Retribusi, dilakukan dengan mempergunakan tanda bekti pungutan

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah |
(3) Hasil pungutan dimaksud di setor ke Kas Dacrah melalui Dinas Pendapatan
[aerah.

Pasal 8

(1) Pembayaran reiribusi sepagannana QuMaksud Fasal o Coraiuian taeran inn diberikan
tanda bukt pembayaran:

i3l



(2) Setiap pempayaran dicatat dalam buku peneriimaan:
3) Bentuk, 1si, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran vetribust ditetapkun
oich Walikota.

¥

1

\

AR Vi
MASA RETRIBUSE SAAT RETRIEUS!I TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

Masa Retnibusi Pelayanan Kesehatan adalan saat penderita mengajukan peimintaan
untuk  memperoich suaty bentuk  pelayanan Kesehatan sampal  dengan  sclesainya
netavanan kesehatan di instalasi Keschatan Hewan Daerah,

Pasal 10

Saat Rewibust Termtang adalah berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang tciab
diterima dan ditetupkan dengan perincian besarya retribusi pelavanan keschatan.

Pasal 11

Surat Pembentahuan Terutang adalah suatn surat yang memuat perincian besarnya
retribusi serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima,

BAB VIl ,
CARA PENETAPAN RETRIBUSH
Pasal 12

(1) Penectapan retnbust berdasarkan pemberitahuan Retribust Dacrah yang seianjutnya
disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan;

(3) Bentuk dan st SKRD sebagaimanra dimaksud ayat (2) pasal i ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 13
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRID tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasai 14
{1} Pembayaran Retribusi peiayanan kesehatan dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain

yarn; dittminic sesuear denean waktu vane ditentukan densan menpeunakan SIRD
SKRD jabatai dan SKRD tambahan;

- o]
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(2) Dala:n hal nembavaran dilakukan di tempat lain vang ditupiuk maka  hasit

7
—

()

penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jamr
atau dalam waktu yang ditentukanr oleh Walikota;

Apabila pembayaran retribusi dilakukan seteiah lewat wakiu yang ditentukan
scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administras
berupa denda schesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRID; '
Apabiia bendabarawan lafai melaksanakan ayat (2) Pasal int dikenakan sankst 10 %
(sepuluh persen dan setoran Bruto.

Pasal 15

Pembayaran reinbusi harus dilaksanaken secara tunat:

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meraberi ijin kepada Wajib Retribus
untuk mengangsur retribuss terutang daiam jungka waktue tertentu dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan;

Tata cara pembayaran tctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasai
diterapkan oleh Walikota :

Walikota atau Pejabar yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untok
menunda pernbayaran retribusi tampai batas waktu vang ditentukan dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkiun.

=
L3

Pasal 16

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerab ini
diberikan Tanda Bukti Pembayaran;

Setizp pembayaran dicaiat dalam buku peneomaan,

Bentuk, isi, kuvalitas ukuran buku dan tanda bokti pembayaran retmbusi ditetapkas
oieh Walikora.

BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN

Pusal 17

Kepada instanst pemungut dibesikan upah pungut 5 % (lima persen) dari setoran
Bruto:

(2) Tata-cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-

undangan ynag berlaky,

BAB XI
CARA PENAGIHAN 1
Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat penderita keluar Instalasi Kesehatan Hewan
Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19

Rentuk-bentuk  formulir  yang digunakan  untuk  pelaksanaan  penagihan  retribusi
sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan
Walikota.



BAR Xil
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBERASAN
Pasal 20

(1) Walikola dapai memberikan pencuransan, keringanan dan pembebasan retribusi:
(23 Tata cara pembenian penguiangan.  Kenngunan  dan pembebasan  retribus
schagairnana  dimaksud pada avat (1) Pasal imi ditetapkan dengan  keputusan

Walikoia

BAR X1
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANCAN KETFTAPAN
PENMGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRAST
Pasal 21

(1) Wanb retribusi dapat mengajukan permohonan rembeiulan SKRD dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalara penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;

(2; Wanb retnbucr dapat nergajokan pzrmohonan, pengurangan atae penghapusan
sanksi admimisirasi berupa bunge uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilalan wajib vetribusi atau bukan karena
Kesalahannya:

(3) Wanb retrtbusi dapet mwenpajukan permohoran  pengurangan atau  pembatalan
Ketetapan retribust yery tidak benar

(1) Permononan pembetuian sebagaimana dimaksud ayai (1) Pasal ini pengurangan
ketelapan, penghapasan sanks) administras) sebagannany dimaksud ayat (2) Pasal ini

dan Pembatalan sebagmmana ditnaksud avat (3) Pasal ini harus disampaikan secara

teriudis kepada Wahkora atan Peraba vany ditunjuk paiing lama 30 han sejak tanggi

diterima SKR™ dan §TRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan

’ untuk mendukung perivononannya;

(3) Keputusan atas permohonan scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasa! ini dikeluarkan
oleh Waliketa atau Pejabat vans ditunjuk paling lammbat 3 (tiga) bulan scjak surat
permohonan ditenma;

(6) Apabila setelah fewat 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada avat (5) Pasal ini
Walitkota atau Peiabai vang ditunjuk  tudak membenkan  keputusan, maka
nermehonain peinbeiufan, pengirangan ketetapan penghapusan atau pengurangan
sanksi adminisirasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;

(7) Walikota dapat memberikan insentit berupa pengwangan retribusi kepada wajib
pajak yang setia meiaksanakan kewajibannya.

RAB X1V
KEBERATAN
Pasal 22

(1) Wanb retribust dapat mengajukan permohonan xeberatan SKRD atau STRID;

{2) Pennchonan keberatan scbagaimana dimaksed pada avat (1) Pasal i harus
disampaikan szcara tertuhs kepada Walikotz atau Pejabat vang ditunjuk paling lama
3 {tiga) bulan s¢jak tanggal SKRD dan STRD;

(3) Penrgajuan keberaian tidak menunda pembayaran;

(4) Permohonan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini
harus dipuiuskan oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu



-~

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal, Surat Permohonan Keberatan
diterima.

BAB XV
PENGEMBALIAN RELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk
perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;

(2) Atas dasar permononan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan
pembavaran retribust dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa vang;

(3} Atas dasar permohonan schagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang bechak atas
kelebihan pembayaran iérsebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi
sclanjutnya.

Pasal 24

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi vang masih tersisa setelah dilakukan
perhitungan scoagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan
SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lembat 1 (satu) bulan sejak
Cite. inanva necmohonan neneeimbalian kelebihan nembavaran retribnsi:

(2) Kceiebthan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dikembalikan kepara waiib retribusi paiing lambat seiuic ditevbitkan SKPDLB.

Pasai 25

(1) Pengembahian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Dacrah i
ditakukan duwm maenerhitkan Surat Perintan Membayar Kelebihan retribust:

(2} Atas dosar perhvtungan sebagaimana dimaiksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah int
diterbitkan bukti perindaibukusn yang berlaku juga schagai bukti pembayaran.

BAB XVI
GUGUR

Pasal 26

1) Hak untuk melakukan penagihan retnbusi gugur sctelah melampaut jangka waktu 3
{tiga) tahan terhitung scjak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidara di bidang retnibust daerah;

2y Guewr penaginhan retribust sehagaimana dimaksud paaa ayat (1) pasal ini tertangguh
‘.]'..Mm :

A aiterbitkan sSurat i¢

Y ) -3 i . . . . I o
b, ada pengaknen hutang retnbas dan wanb weiribes paik langsung maupun tioax
Hngsung,




BAB XVil
SANK ST ADMIMISTRASI

Pasal 27

Wajib retitbusi tertentu sesuatl Pasal 8 Peraturan Daerah iny yang tidak membayar tepat
4

pada waktunva atau kurang membavar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya
| ; ng 1 . _

scocsar 2 % (dua persen) setiap buian dar retribusi vang terhutang yang tidak atau
Kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihian retribusi daerah.

BAB XVilI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pci'\ha. Pegaway Negeri Sipi tertentu di ingkungan Pemerintah Dacrah yang diben

PP

o]

—

weweneng bhusus sebagar penyidik untuk melakukar penyidikan tindak pidana di

bmdang retnbus: Daerah;,

Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal yni adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi Dacrah.

c. meminia keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Dacrah.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan findak pidana di bidang retribusi Daerah.

c. melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan barang bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut.

{ Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa izin iebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negen setempat.

g. meminta bantuan tenaga ahlh dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana &1 bidang retribusi Dacrah.

h. menyurub berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atan
iempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.

I memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah.

J. memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

i walias
WM SQaeos

k. menghentikan penyidikan.

I, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi kan tindak pidana di
bidang retnibust Dacrah menurut hukwm yang dapat dipertanggungjawabkan.

m. PPNS dapat meminta bantuain teknis penyidikan dan penyidix POLRL

Penvidiban  sebagatmana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini membentahukan

dimulainyva penyidikar dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
LT,
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BAR XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Waph retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Dacrah diancam pidana kurungan valing lama 6 (enarn) bulan atau denda
paling banyak 4 (cmpat) kali jumliah retribusi yang kurang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
]

Hal-bal yang belum diatur dalam Peraturan  Daerah mu sepanjang meagenai
pelaksanaannva akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31
Peraturan Daerah tni mular berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatennya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.
Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

5, K. LERIX
Diundangkan di Kapang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KQTA KUPANG,
Cap & tid

NITHANEL MOMESKEOH o 558 e+
- o .

| EMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2602 NGMOR 22
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